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P E N E T A P A N

Nomor 0288/Pdt.P/2020/PA.Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pangkajene  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam sidang  Majelis  Hakim telah

menjatuhkan  penetapan  sebagai  berikut  dalam  perkara  Perwalian yang

diajukan oleh:

Nirwana binti H. Masmur, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir

SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal

di  Kampung  Pattiro  Kanja,  RT  002  RW  002,  Kelurahan

Bawasalo, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dalam  surat  permohonannya  tertanggal  04

November  2020  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Pangkajene  pada  tanggal  yang  sama  dengan  register  perkara  Nomor

0288/Pdt.P/2020/PA.Pkj telah mengajukan Permohonan Perwalian terhadap

anak:

Nurjanna  binti  Danial, umur  15  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Tidak  ada,  bertempat  tinggal  di  Kampung  Pattiro

Kanja,  RT  002  RW  002,  Kelurahan   Bawasalo,  Kecamatan

Segeri, Kabupaten Pangkep; 
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Faharuddin  bin  Danial, umur  14  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SLTP,

pekerjaan  Tidak  ada,  bertempat  tinggal  di  Kampung  Pattiro

Kanja,  RT  002  RW  002,  Kelurahan  Bawasalo,  Kecamatan

Segeri, Kabupaten Pangkep;

Muh.  Fais  bin  Danial, umur  10  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Tidak  ada,  bertempat  tinggal  di  Kampung  Pattiro

Kanja,  RT  002  RW  002,  Kelurahan   Bawasalo,  Kecamatan

Segeri, Kabupaten Pangkep

Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa  Nurjanna binti  Danial,  Faharuddin bin Danial,  Muh. Fais bin

Danial (Almarhum), adalah anak kandung dari perkawinan antara Danial

bin H. Abd. Kadir dengan Nirwana binti H. Masmur, yang perkawinannya

dilaksanakan  pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2001 dan dicatat di

Kantor  Urusan Agama (KUA) Kecamatan Segeri,  Kabupaten Pangkep

berdasarkan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor   20/20/I/2001,  tertanggal  16

Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Segeri, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa  selanjutnya  Danial  bin  H.  Abd.  Kadir  (Almarhum)  telah

Meninggal  Dunia  karena  sakit  dengan  surat  kematian  nomor:

035/KBS/KS/X/2020;

3. Bahwa  Pemohon  adalah  istri  dari  Danial  bin  H.  Abd.  Kadir

(Almarhum);

4. Bahwa anak Pemohon  Nirwana binti  H. Masmur dan  Danial  bin H.

Abd. Kadir  (Almarhum) usianya masih di bawah umur dan tidak cakap

secara hukum;

5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama

Nurjanna binti Danial, Faharuddin bin Danial dan Muh. Fais bin Danial,

dengan  alasan  sebagai  kelengkapan  dokumen  sertifikat  tanah  dan

dokumen lainnya;
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6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas  Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan  Nurjanna  binti  Danial (Perempuan),  lahir  tanggal  09

Maret 2005,  Faharuddin bin Danial  (laki-laki),  lahir tanggal 18 Agustus

2007 dan Muh. Fais bin Danial (Laki-laki)  lahir  tanggal  06 September

2010 berada di bawah perwalian Pemohon (Nirwana binti H. Masmur); 

3. Membebankan biaya kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari  persidangan yang telah ditetapkan,  Pemohon

hadir  sendiri  di  persidangan,  selanjutnya Majelis  Hakim telah memberikan

penjelasan tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali terhadap diri

anak dan harta  bendanya,  juga mengenai  hak-hak orang yang berada di

bawah  perwaliannya,  namun  Pemohon  menyatakan  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya

tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi  Kartu  Keluarga  (KK)  Nomor  7310091205070085,

tanggal  04 Desember 2013,  atas nama  Nirwana,  yang dikeluarkan

oleh Kepala  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten

Pangkep,  telah  bermeterai  cukup,  diberi  cap  pos  dan  telah

disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
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2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 20/20/I/2000, tanggal 16 Januari

2000  atas  nama  Danial  bin  H.  Abd.  Kadir  dan  Nirwana  binti  H.

Masmur,  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Segeri  Mandalle,  Kabupaten Pangkep,  telah  bermeterai

cukup,  diberi  cap pos dan  telah  disesuaikan dengan  aslinya  (bukti

P.2);

3. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor

427/CS/DS/SG/VII/2007, tanggal 20 Juli 2007, atas nama  Nurjanna,

yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Catatan  Sipil  Kabupaten

Pangkep, telah  bermeterai  cukup,  diberi  cap  pos  dan  telah

disesuaikan dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor

430/CS/DS/SG/VII/2007, tanggal 20 Juli 2007, atas nama Fahruddin,

yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Catatan  Sipil  Kabupaten

Pangkep, telah  bermeterai  cukup,  diberi  cap  pos  dan  telah

disesuaikan dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor

110/CS/DS/SG/XII/2013, tanggal 29 November 2013, atas nama Muh.

Fais,  yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil  Kabupaten

Pangkep, telah  bermeterai  cukup,  diberi  cap  pos  dan  telah

disesuaikan dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi  Surat  Keterangan  Kematian  Nomor

035/KBM/KS/X/2020,  tanggal  20  Oktober  2020,  atas  nama  Danial,

yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kelurahan  Bawasalo,  Kecamatan

Segeri, Kabupaten Pangkep,  telah bermeterai cukup, diberi cap pos

dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.6);

B. Saksi-Saksi

1. H. Abd. Rahman bin H. Abd. Kadir, umur 65 tahun, agama

Islam,  pekerjaan  petani,  bertempat  tinggal  di  Kampung  Mangkaca

Kelurahan Bonto  Mate’ne  Kecamatan Segeri,  Kab.  Pangkep.  Saksi
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menerangkan  sebagai  Ipar  Pemohon  dan  di  depan  sidang

memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut :

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang  bernama Nirwana

binti H. Masmur;

 Bahwa Saksi kenal dengan Nurjanna binti Danial, Faharuddin

bin Danial serta Fais bin Danial.  Ketiganya adalah anak kandung

dari perkawinan antara Nirwana binti H. Masmur dengan Danial

bin H. Abd. Kadir;

 Bahwa anak dari Danial yang diperoleh bersama Nirwana binti

H. Masmur sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing, bernama

Firdaus bin Danial, Nurjanna binti Danial, Faharuddin bin Danial,

dan Muh. Fais bin Danial,  namun anak pertama yang bernama

Firdaus bin Danial tidak dimasukkan dalam permohonan Pemohon

karena sudah dianggap dewasa;

 Bahwa  Perkawinan  antara  Nirwana  binti  H.  Masmur  dengan

Danial binti H. Abd. Kadir dilaksanakan pada bulan Januari 2001

di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;

 Bahwa  Pemohon  dan  suami  Pemohon  serta  anak-anaknya

beragama Islam;

 Bahwa sekarang Nirwana binti H. Masmur tinggal di Kampung

Pattiro  Kanja,  Kelurahan  Bawasalo,  Kecamatan  Segeri,  Kab.

Pangkep,  sedangkan  Danial  bin  H.  Abd.Kadir  telah  meninggal

dunia karena sakit;

 Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Nurjanna

binti Danial, Faharuddin bin Danial dan Muh. Fais bin Danial, yaitu

sebagai  anak  kandung  Pemohon  bersama  Danial  bin  H.  Abd.

Kadir (Almarhum);

 Bahwa anak kandung Pemohon bernama Nurjanna binti Danial,

Faharuddin bin Danial, dan Muh. Fais bin Danial usianya masih di

bawah umur dan belum pernah menikah;
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 Bahwa  sejak  suami  Pemohon  meninggal  dunia,  anak-anak

tersebut  tinggal  bersama,  dirawat,  diasuh  dan  dipelihara  oleh

Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah

Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;

 Bahwa  anak-anak  Pemohon  saat  ini  dalam  kondisi  sehat

jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;

 Bahwa selama ini  Pemohon telah  bertanggung  jawab  dalam

memelihara dan mendidik anak-anak tersebut. Pertumbuhan dan

perkembangan anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah

termasuk  orang  yang  baik,  jujur  dan  dapat  dipercaya  dalam

membesarkan dan mendidik anak-anaknya tersebut;

 Bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  perwalian  ini

sebagai kelengkapan dokumen pengurusan Sertifikat Tanah dan

dokumen lainnya;

2. Hj.  Suriani  binti  H.  Abd.  Rahman, umur  45  tahun,  agama

Islam,  pekerjaan  Ibu  rumah tangga,  bertempat  tinggal  di  Kampung

Mangkaca, Kelurahan Bonto Mate’ne, Kecamatan Segeri, Kabupaten

Pangkep. Saksi menerangkan sebagai Keponakan Pemohon dan  di

depan sidang memberikan keterangan  di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang  bernama Nirwana

binti H. Masmur;

 Bahwa Saksi kenal dengan Nurjanna binti Danial, Faharuddin

bin Danial serta Fais bin Danial.  Ketiganya adalah anak kandung

dari perkawinan antara Nirwana binti H. Masmur dengan Danial

bin H. Abd. Kadir;

 Bahwa anak dari Danial yang diperoleh bersama Nirwana binti

H. Masmur sebanyak 4 (empat) orang, masing-masing, bernama

Firdaus bin Danial, Nurjanna binti Danial, Faharuddin bin Danial,

dan Muh. Fais bin Danial,  namun anak pertama yang bernama
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Firdaus bin Danial tidak dimasukkan dalam permohonan Pemohon

karena sudah dianggap dewasa;

 Bahwa  Perkawinan  antara  Nirwana  binti  H.  Masmur  dengan

Danial binti H. Abd. Kadir dilaksanakan pada bulan Januari 2001

di Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep;

 Bahwa  Pemohon  dan  suami  Pemohon  serta  anak-anaknya

beragama Islam;

 Bahwa sekarang Nirwana binti H. Masmur tinggal di Kampung

Pattiro  Kanja,  Kelurahan  Bawasalo,  Kecamatan  Segeri,  Kab.

Pangkep,  sedangkan  Danial  bin  H.  Abd.Kadir  telah  meninggal

dunia karena sakit;

 Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Nurjanna

binti Danial, Faharuddin bin Danial dan Muh. Fais bin Danial, yaitu

sebagai  anak  kandung  Pemohon  bersama  Danial  bin  H.  Abd.

Kadir (Almarhum);

 Bahwa  Pemohon  ingin  mengajukan  hak  perwalian  terhadap

anak- anak Pemohon bernama Nurjanna binti Danial, Faharuddin

bin  Danial,  dan  Muh.  Fais  bin  Danial,  sebagai  kelengkapan

dokumen pengurusan Sertifikat Tanah dan dokumen lainnya;

 Bahwa anak-anak Pemohon tersebut  belum cukup umur dan

belum pernah menikah;

 Bahwa  sejak  suami  Pemohon  meninggal  dunia,  anak-anak

tersebut  tinggal  bersama,  dirawat,  diasuh  dan  dipelihara  oleh

Pemohon;

 Bahwa  anak-anak  Pemohon  saat  ini  dalam  kondisi  sehat

jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;

 Bahwa  Pemohon  dapat  dipercaya  dalam  membesarkan  dan

mendidik anak-anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;
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Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa perwalian anak yang belum dewasa merupakan

bagian dari bidang perkawinan, dan oleh karena perwalian dalam perkara a

quo dilakukan oleh orang Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

perkara  ini  adalah termasuk kewenangan absolut  Pengadilan  Agama dan

karena  telah  diajukan sesuai  dengan  perundang-undangan  yang  berlaku,

maka secara formil harus dinyatakan diterima;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  anak-anak  yang  dimohonkan

perwaliannya berdomisili  di Kecamatan  Segeri,  Kabupaten Pangkep (vide

Bukti  P.1)  yang termasuk ke  dalam wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama

Pangkajene,  maka perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan

Agama Pangkajene;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pokok  perkara  a  quo  adalah

wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkajene, maka Majelis

Hakim menilai Pengadilan Agama Pangkajene berwenang untuk menerima,

memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan

Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas

anak-anak  kandungnya  yang  belum  cakap  untuk  bertindak  hukum  yang

bernama Nurjanna binti Danial, lahir tanggal 09 Maret 2005, Faharuddin bin

Danial, lahir tanggal 18 Agustus 2007 dan Muh. Fais bin Danial, lahir tanggal
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06 September 2010,  untuk dapat mewakili  kepentingan hukum bagi anak-

anak tersebut;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  sesuai  dengan  pokok

surat  pemohonan  adalah  permohonan  penetapan  perwalian,  karena  itu

Pengadilan hanya mempertimbangkan dan memberikan penetapan sebatas

mengenai permohonan penetapan perwalian;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang akan

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa alat  bukti  tertulis  yang diajukan  oleh  Pemohon

yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh

pejabat  yang  berwenang,  telah  dicocokkan  dan  ternyata  sesuai  dengan

aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata  dan  telah  bermaterai  cukup  sesuai  ketentuan  Pasal  2  ayat  (3)

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2

ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan

Tarif  Bea  Materai  dan  Besarnya  Batas  Pengenaan  Harga  Nominal  yang

Dikenakan Bea Meterai,  sehingga Majelis Hakim menilai  alat  bukti  tertulis

tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah  atas nama

Danial  bin H. Abd. Kadir  dan  Nirwana binti  H.  Masmur. Bukti  tersebut

telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti autentik. Oleh

karenanya, berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa

antara Pemohon dengan Danial bin H. Abd. Kadir terikat hubungan hukum

sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 masing-masing berupa

fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nirwana, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran

atas nama Nurjanna, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahruddin,

dan  fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  atas  nama  Muh.  Fais. Bukti-bukti

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  syarat  materil  sebagai  bukti

autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan
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terbukti  bahwa  Nurjanna  binti  Danial,  lahir  tanggal  09  Maret  2005,

Faharuddin  bin  Danial,  lahir  tanggal  18  Agustus 2007 dan Muh.  Fais  bin

Danial,  lahir  tanggal 06 September 2010, adalah anak sah dari  Pemohon

(Nirwana)  dan  Danial  serta  ketiga  anak  tersebut  belum  dewasa  (belum

berumur 18 tahun) dan atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.6  berupa  fotokopi  Surat  Keterangan

Kematian atas nama  Danial. berdasarkan bukti tersebut  memberikan bukti

bahwa suami Pemohon yang bernama Danial telah meninggal dunia pada

tanggal 25 Desember 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2

(dua) orang saksi  Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah

sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara; 

Menimbang  bahwa  2  (dua)  orang  saksi  Pemohon  masing-masing

telah  dimintai  keterangan secara  terpisah,  tidak  termasuk kelompok yang

tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah,

sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171,

Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

 Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah

fakta  yang dilihat  dan didengar  sendiri  dan keterangan antara  saksi  satu

dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang

saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur

dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan

dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai

alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukt surat dan bukti saksi-saksi

sebagaimana terurai  di  atas,  Majelis  Hakim dapat  menemukan fakta-fakta

hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:

 Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Danial;

 Bahwa  Danial  meninggal  dunia  pada  tanggal  25  Desember

2012 karena sakit;
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 Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari 3 (tiga) orang anak

yang di bawah umur/belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum,

yaitu  Nurjanna  binti  Danial,  Faharuddin  bin  Danial,  Muh.  Fais  bin

Danial yang merupakan anak-anak dari perkawinan dengan almarhum

Danial;

 Bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut saat ini  tinggal bersama,

dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

 Bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  penetapan

perwalian  dengan  tujuan  untuk  melengkapi  persyaratan  dokumen

sertifikat tanah dan dokumen lainnya;

 Bahwa Pemohon  telah bertanggung jawab dalam memelihara

dan mendidik anak-anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan

anak- anak tersebut berjalan baik dan Pemohon termasuk orang yang

dapat  dipercaya  dalam  membesarkan  dan  mendidik  anak-anaknya

tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, oleh Majelis

Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan

perbuatan  hukum,  maka  haruslah  berada  di  bawah kekuasaan  perwalian

seseorang  dan  atau  badan  hukum,  karena  dengan  membiarkan  anak

tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan

hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat  dholim karena telah

menelantarkan diri  pribadi  anak yang belum dewasa tersebut  serta  harta-

harta yang menjadi hak-haknya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 47

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  107  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mempunyai  hubungan  kekeluargaan

yang  sangat  dekat  dengan  anak-anak  yang  dimintakan  perwalian,  yang

bernama Nurjanna binti Danial, lahir tanggal 09 Maret 2005, Faharuddin bin

Danial, lahir tanggal 18 Agustus 2007 dan Muh. Fais bin Danial, lahir tanggal
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06 September 2010, yaitu sebagai Ibu Kandung, oleh karenanya ketentuan

yang dimaksud dalam Pasal  51 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah sebagai Ibu dari anak-

anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan

dicabut  kekuasaanya,  yang  semestinya  berdasarkan  ketentuan  Pasal  47

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  Pasal  98  KHI  secara  mutatis

mutandis dengan  sendirinya  Pemohon  dapat  bertindak  menjadi  wali  dari

anak-anaknya  tersebut  untuk  melakukan  perbuatan  hukum baik  di  dalam

maupun di luar Pengadilan, namun dalam hal ini  dapat saja ia ditetapkan

sebagai wali. Hal ini dikarenakan di samping salah satu tugas Hakim adalah

Dzhoharatun  al-hukmi (menampakkan  Hukum),  juga  dianalogkan  pada

ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Bagi ahli waris

yang  belum  dewasa  atau  tidak  mampu  untuk  melaksanakan  hak  dan

kewajibannya  maka  baginya  dapat  diangkat  wali  berdasarkan  keputusan

Hakim atas usul anggota keluarga”. frasa “ Hakim“ di dalam pasal ini harus

dimaknai Hakim Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama dalam

memberikan putusan dan atau penetapan mesti berdasarkan Hukum Islam

sedangkan perwalian menurut hukum Islam dan hukum adat dan atau BW

adalah tidak sama, dan di antara perbedaannya adalah perwalian menurut

hukum Islam tidak termasuk “Wali Nikah“ dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di samping itu pula sesuai dengan ketentuan yang

tertera  dalam  Pasal  33  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002

tentang  perlindungan anak  yang menyatakan bahwa:  “untuk  menjadi  wali

anak dilakukan melalui penetapan pengadilan“, di mana di dalam penjelasan

pasal  demi  pasalnya  dijelaskan  bahwasanya  “Pengadilan  yang  dimaksud

dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam

dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam“; 

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak-

anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 39 tahun, dan

menurut keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah menyatakan
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bahwa  Pemohon  telah  dikenal  sebagai  orang  yang  baik  dan  senantiasa

berkelakuan baik dan bertanggung jawab, tidak pernah melakukan perbuatan

tercela dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan sebagainya. Oleh

karenanya syarat-syarat  sebagai  seorang wali  sebagaimana ditentukan di

dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 107

ayat  (4)  dan  Pasal  109  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  terpenuhi.  Oleh

karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene berpendapat

bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani

tanggung  jawab  sebagai  seorang  wali,  baik  terhadap  diri  anak-anak  itu

sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut; 

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor

29 Tahun 2019 yang diundangkan tanggal  29 April  2019,  secara eksplisit

telah diatur tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang disebutkan

dalam Pasal 4 ayat (1 dan 2) ditegaskan:

1. Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi 
syarat: 

a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di 
Indonesia;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
c. sehat fisik dan mental;
d. berkelakuan baik;
e. mampu secara ekonomi;
f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang 
sudah menikah;
h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat 
pernyataan;
i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak 
akan melakukan: 

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan 
perlakuan salah terhadap Anak; atau
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan 
apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap
Anak;

j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
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k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika: 
1. masih ada;
2. diketahui keberadaannya; dan
3. cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.

Dan pada Pasal 11 ditegaskan:

Orang  atau  badan  hukum  yang  akan  ditunjuk  sebagai  Wali  harus
melampirkan  rekomendasi  dari  dinas yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan  di  bidang  sosial  kabupaten/kota  setempat  pada  saat
melakukan proses penetapan Pengadilan.

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  di  atas,

dihubungkan  dengan  fakta  hukum,  maka  perwalian  sudah  semestinya

memenuhi  ketentuan  peraturan  tersebut  di  atas.  Namun,  dengan  tanpa

maksud untuk mengurangi makna dan tujuan hukum secara normatif,  dan

karena  ada  kewenangan  secara  hukum  yang  diberikan  oleh  hukum  itu

sendiri  kepada  hakim  untuk  memutuskan  suatu  perkara  kepadanya

sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

kekuasaan kehakiman sebagai  perubahan atas  Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004, dimana hakim dalam memutuskan perkara berkewajiban untuk

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang

hidup dalam masyarakat;

Menimbang,  bahwa  meskipun  maksud  ketentuan  Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tidak seluruhnya terpenuhi, namun dalam

persidangan  ditemukan  fakta  bahwa  Pemohon  adalah  ibu  kandung  dari

ketiga anak tersebut yang berarti merupakan keluarga dekat Pemohon, serta

ketiga anak tersebut saat ini  sudah tinggal bersama Pemohon, dan selama

itu  tidak  ditemukan  adanya  suatu  fakta  bahwa  Pemohon  menunjukkan

adanya perlakuan kasar atau dapat dianggap sebagai suatu perlakuan buruk

terhadap  anak  tersebut  dan  tidak  pernah  melakukan  perbuatan  pidana

sebagaimana  telah  dipertimbangkan  sebelumnya,  sehingga  menurut

pendapat  Majelis  Hakim  bahwa  dengan  tidak  adanya  kelengkapan
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administratif  yang  harus  terpenuhi  dalam  setiap  perwalian,  tidak  dapat

mengurangi esensi dari perwalian itu sendiri;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  dengan

mengedepankan aspek keadilan,  yang secara  esensial  terkandung dalam

ketentuan Pasal 110 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam, yakni wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang

berada  di  bawah  perwaliannya  dengan  sebaik-baiknya  dan  berkewajiban

memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk

masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, sehingga pemohon

sebagai  ibu  kandung  yang  mengajukan  permohonan  penujukkan  wali  ke

Pengadilan Agama Pangkajene untuk anak kandungnya tersebut, tidak dapat

dipersalahkan bahkan semakin memperkuat statusnya sebagai wali, apalagi

hal ini untuk dipergunakan sebagai syarat administratif yang dipersyaratkan

oleh lembaga lain  yang memerlukannya secara  tertulis,  sehingga dengan

demikian, telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan

permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan

ini;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali dari anak-anak yang berada di

bawah umur itu merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga

ketika seseorang ditetapkan sebagai wali  dari  anak yang masih di  bawah

umur, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu

secara  benar  dan  jujur,  ia  tidak  boleh  semena-mena  terhadap  anak  dan

hartanya  yang  berada  di  dalam  perwaliannya,  tetapi  harus  sepenuhnya

bertanggungjawab  terhadap  masa  depan  anak  itu  secara  lahiriyah  dan

batiniyahnya; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat  semua pasal  dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.  Menetapkan  Nurjanna  binti  Danial,  lahir  tanggal  09  Maret

2005, Faharuddin bin Danial lahir tanggal 18 Agustus 2007 dan Muh.

Fais  bin  Danial lahir  tanggal  06  September  2010  berada  di  bawah

perwalian Pemohon; 

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya

perkara sebesar Rp. 306.000,00 ,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  dalam musyawarah  Majelis  Hakim Pengadilan

Agama Pangkajene pada hari pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020

Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami

Muhammad Husni, Lc., sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.H.I. dan Andi Tenri

Sucia,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  tersebut

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  beserta  Hakim  Anggota  tersebut  dan  dibantu  oleh Salahuddin,

S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

                                     ttd

    Muhammad Husni, Lc.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,                                       

              ttd                                               ttd

Ilyas, S.H.I.                               Andi Tenri Sucia, S.H.    
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  Panitera Pengganti,

  ttd

    Salahuddin, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

-  Pendaftaran : Rp   30.000,00

-  Proses : Rp   50.000,00

-  Panggilan : Rp  210.000,00

-  Redaksi : Rp   10.000,00

-  Materai : Rp    6.000,00

J u m l a h : Rp. 306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah).
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